
BAWASLU ..... ····--·· . 
KABUPATEN SUMENEP 

NOTA KESEPAHAMAN 

MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) 

ANT ARA 
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP 

OENGAN 
GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNA RUNGU INOONESIA 

KABUPATEN SUMENEP 

NOMOR ; 007 fHK.02.00/K.Jl-26/9/2022 

TENT ANG 
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF 

BAGI PENYANOANG OISABILITAS DI KABUPATEN SUMENEP 

Pada han uu 5elmirranggal O'- Bulan September tahun 2022 (Dua Ribu 

Dua Puluh Dua) bertempat d1 Sekolah Luar aese (SLBJ Negeri Saronggi, Jatan 

Raya TanJung No 1 Tanahmerah. Cesa Saronqqr Kecamatan Saronggi 
Kabupaten Sumenep Yang bertanda tangan d1 bawah Inc 

1. Name . Anwar Nons, SH 

Jabatan . Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep 
Alamat . JI KH Mansyur No 64 Sumenep 

Oalam hal 1n1 bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas 
Permhhan Umum Kabupaten Sumenep selanjutnya drsebut sebaqar 
PIHAK KESA TU 

2 Nama 

Jabatan 

Alam at 

S1AlFUL- f2..I ?:AL. 
Ketua Cabang Gerakan Untuk Kesejanteraan 

Tuna Rungu Indonesia (GERKATINJ Kabupaten 
Sumenep 

\<.�U4-AH.A-t.J BAtJ6�U>\c... 1 Ftc J<.o-P, fU.M'c.Nef' 
Dalam hal 1ni bertmoak untuk dan atas nama GERKATIN Kabupaten 
Sumenep selaniutnya disebul sebagai PIHAK KEDUA 

�-, P,HAK - 

, KESATU 

PIHAA 
KEDUA. 

' 

' 



Sadan Pengawas Pemihhan Umum Kabupaten Sumenep dan Gerakan 

Untuk KeseJahteraan Tuna Rungu (GERKATIN) Cabang Sumenep, selan1utnya 
secare bersama-sama drsebut sebaga1 PARA PIHAK. Para Prhak dengan 
memperhallkan Peraturan Perundan-undangan sebaqar benkut 

1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Permhnan Umum 

(Lembar Negara Republ1k Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republrk Indonesia Nomor 6109), 

2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua alas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan 

Pemenntan Penggant1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Permhhan Gubernur, Supat1 dan Walikota meruem Undang-Undang, 

3 Peraturan Sadan Pengawas Pem1l1han Umum Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Orgamsas1 dan Tata xene Sekretanat Jenderal Sadan 

Pengawas Pemrhhan Umum, Sek.retanat Sadan Pengawas Permuham 
Umum Kabupsten/Kota dan Sek.retanat Parntra Pengawas Perrulrhan 
Umum Kecamatan, 

4. Peraturan Sadan Pengawas Pemrhhan Umum Nomor 3 Tahun 2020 

tantang Perubahan Alas Perubahan Sadan Pengawas Pemrllhan Umum 

Namer 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Sadan 

Pengawas Pemilihan Umum. Sadan Pengawas Pem1lihan Umum 

Provmar, Sadan Pengawas Pem1l1han Umum Kabupaten/Kota, Panitia 
Pengawas Perruhhan Umum Kecamatan, Parutla Pengawas Permhhan 

Umum Kelurahan/Oesa, Psnrtra Pengawas Permhhan Umum Luer 
Negeri, dan Pengawas Tempat Pamungutan Suara 

Dengan iktrkad bark, salrng percaya dan tetap berpedoman kepada 
peraturan perundang-undangan sepakat untuk menandatangani Nata 
Kesepahaman Pengembangan Pengawasan Pemdc Partrsipatn d1 \"Jilayah 
Kabupaten Sumenep dengan menyatakan beberapa hal sebaqar berikut 

' 



BABI 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 1 

1) Nota Kesepahaman mi d1tandatan11an1 den11an tujuan untuk 
Pengembangan Pengawasan Permju Partrsipatit d1 VVi!ayah Kabupaten 
Sumenep 

2) TuJuan Nola Kesepahaman 1rn adalah untuk men1ngkatkan kuahtas 

penyelenggaraan Pemrlihan Umum yang dapat mer'[amm pelaksanaan 
hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 
rahasia, JUJur den ad1!. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal2 

Ruang hngkup Nola Kesepahaman uu mencakup Pengembangan Pengawasan 
Parnseant dalam b1dang 

1) Sosrahsasl Pengawasan Perrnlu Part1s1patif 
2) Kegratan Pengawasan Penu'u Parusipatit 

BABIII 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 3 
1) Monitoring pelaksanaan keg1atan Nota Kesepahaman m, d1laksanakan 

oleh PARA PIHAK, 

2) Evaluas1 pelaksanaan Nota Kesepahaman irn cnexseoakan olah PARA 
PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kah dalam setahun 

BAB IV 
JANGKA WAKTU 

Pasal 4 

1) Neta Kesepahaman rrn berlaku untuk jangka wakl1 4 {empat) tenun. 
terh1tung sejak d1tandatanganr dan dapat d1perpanJang atau diakh1n alas 
kesepakatan PARA PIHAK: 

2) Nota Kesepahaman .m dapat beraktur atau batal dengan seodmnya 
apabua ada ketentuan perundang-undangan atau keb1Jakan pemenntah 
lainnya yang t1dak memungk1nkan d1laksanakannya Nota Kesepahaman 

'"' 
_, PIHAK I 

KES,UU 

PIHAK - 

KEDUA 



BABY 

PELAKSANAAN 

Pasal5 

1) Hal-hal yang menyangkut tindak rernut Nota Kesepahaman ini akan tnator 

dalam perjanjian kerja sama lersendtri, yang merupakan satu kesatuan 

dan bag1an udak terpeehkan dan Nota Kesepahaman mi. 
2) Untuk melaksanakan Perpanjran Karia Sama sebagaimana cmecsuo 

pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wak1l-wak1lnya eeauar 
dengan kebutuhan. tugas dan fungsinya 

BAB VI 
PEMBIAYAAN 

Pasal6 

1. Pembrayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nola Kesepahaman nu akan 

d1atur dan d1tuangkan dalam peneohan Kenasama tersendn 

eebepemana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1} cnetee. serta berdasarkan 

kesepakatan PARA PIHAK dan peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

2 Untuk melaksanakan Nola Kesepahaman mi. maka PARA PJHAK setuju 
dan sepakat untuk menuouk wakiJ/peJabat yang d1ben tugas/kuasa oleh 

masmg-mas1ng PIHAK sesua: dengan tugas dan fungs1 sebagaimana 
dimaksud dalam Pesa! 5 ayat (2) 

BAB VII 

LAIN-LAIN 

Pasal7 

1) Perubahen dan/atau hal-hal yang belum dtatur dalam Nola Kesepahaman 
1n1, akan dretur dan dneteckan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK 

yang d1tuangkan secara tertulls dalam kesepakatan tambahan yang 
merupakan satu kesatuan dan menjad1 bag ran lldak terprsahkan dan Nota 
Kesepahaman iru 

2) Apabua terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul 

dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman 1n1 akan d1selesa1kan dengan 
seba1k-ba1knya secara musyawarah untuk mufakat 

-�, 
I KE"DUA 

I ""' 1P1HAK KESA TU 

• 



BABVHI 

PENUTUP 

Pasal 8 

Dem1k1an Naskah Nota Kesepahaman mi dibuat dan berlaku seJak 
d1tandatangan1 h1ngge batas waktu yang telah oueraekan dalam Nola 
Kesepahaman mi dan untuk diperqunakan sebaga1mana mestmya 

PIHAK KEDUA 
Gerakan Untuk Kesejahteraan 

Tuna Rungu Indonesia 
Kabupaten Sumenep 

5 




	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)
	image_013.pdf (p.13)
	image_014.pdf (p.14)
	image_015.pdf (p.15)
	image_016.pdf (p.16)

